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PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 
 

NOMOR 09 TAHUN 2005 
 

TENTANG 
 

KEPELABUHANAN DI KOTA PANGKALPINANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah di 

bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dalam 
pengaturan kepelabuhanan di Kota Pangkalpinang; 

   
b. bahwa dalam rangka menata penyelenggaraan 

pelabuhan dan memberikan pelayanan yang efektif dan 
efisien serta mengembangkan sarana dan prasarana 
pelabuhan untuk mencapai tingkat pelayanan yang 
optimal; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang 
Kepelabuhanan Di Kota Pangkalpinang; 

 
 

Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 
 

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 
Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1125); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3419); 

 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3699); 

 
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3817); 

 
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor4033); 

 
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4048); 

 
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

 
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3816); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3838); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang 

Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145); 

 
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 

2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang 
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 
Nomor 18 Seri D Nomor 7); 

 
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 

2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang 
Tahun 2004 Nomor 04 Seri E Nomor 02); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

Dan 
WALIKOTA PANGKALPINANG 

 
 

M E M U T U S K A N: 
 
 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN DI 

 KOTA PANGKALPINANG 
 
 
 

BABI 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
 
1. Kota adalah Kota Pangkalpinang; 
 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang; 
 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang; 
 
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang; 
 
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW Kota 

Pangkalpinang adalah kebijakan Pemerintah Kota dalam menetapkan 
lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan 
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budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola 
jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kota yang akan 
diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaannya; 

 
6. Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (sungai dan 

danau/kolong) yang berada dalam teritorial Kota Pangkalpinang; 
 
7. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam 
melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan 
dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, 
keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar 
moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah; 

 
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan laut dan 

perairan pedalaman (sungai dan danau) di sekitarnya dengan batas-batas 
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi 
yang dipergunakan sebagai temapat bersandar, berlabuh, naik turun 
penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan 
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta 
sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi; 

 
9. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk 

kepentingan pelayanan masyarakat umum; 
 
10. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan 

sendiri guna menunjang kegiatan tertentu; 
 
11. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan 

keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhan; 
 
12. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang mengatur, mengawasi 

dan mengendalikan Penyelenggaraan Kepelabuhan; 
 
13. Penyelenggara Pelabuhan adalah Badan yang diberi izin oleh Pemerintah 

Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan; 
 
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang meliputi BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi; 
 
15. Daerah lingkungan kerja pelabuhan selanjutnya disingkat DLKR Pelabuhan 

adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung 
untuk kegiatan kepelabuhan; 

 
16. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKP 

Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan 
pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran 
yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang; 

 
17. Log Pond adalah perairan pantai atau laut yang digunakan untuk 

penyimpanan kayu log; 
 
18. Instalasi Bawah air adalah instalasi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang 

digelar atau dipendam di bawah dasar laut (sea bed); 
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19. Saluran Pengambilan/Pembuangan Air Laut adalah saluran yang dibangun 
untuk pengambilan air laut dan buangan air untuk proses industri; 

 
20. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan 

barang/hewan/orang/tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain; 
 
 
 

BAB II 
KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT 

 
Pasal 2 

 
(1) Daerah mempunyai kewenangan di wilayah laut 1/3 (sepertiga) dan batas 

laut provinsi yang diukur dari garis pantai ke arah laut sebagaimana 
tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini dan Perairan Pedalaman (sungai dan danau) 
dalam Kota Pangkalpinang; 

 
(2) Wilayah laut dan Perairan Pedalaman yang dimaksud pada ayat (1) adalah 

sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang; 
 
(3) Tanah Negara di wilayah pantai, kewenangan hak pengelolaannya 

merupakan hak daerah. 
 
 
 

BAB III 
KAWASAN PELABUHAN 

 
Pasal 3 

 
(1) Untuk memanfaatkan wilayah laut sebagaimana dimaksud pasal 2, maka 

kawasan pelabuhan digunakan untuk penyelenggaraan kepelabuhan; 
 
(2) Kawasan pelabuhan yang dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana diatur 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang. 
 
 
 

BAB IV 
TATANAN KEPELABUHAN 

 
Pasal 4 

 
(1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, 

merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa 
kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan 
ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan 
penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan; 

 
(2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata, guna 

mewujudkan Penyelenggaraan Pelabuhan yang handal dan berkemampuan 
tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka 


